KOTA PANGKAL PINANG

KEPUTUSAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : (0G0 /24 /KEP/DPPPAKB/V/2026

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2025 - 2029

WALI KOTA PANGKAL PINANG,

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota
Pangkal Pinang Tahun 2025-2029 memuat tujuan,
sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah yang
mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 - 2029;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota
Pangkal Pinang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penetapan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,
perlu dilakukan penetapan Rencana Strategis
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota Pangkal Pinang;




Mengingat

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang
Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6949};

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6987;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia
Nomor 4698);




10.

11.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negerit Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah
Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang
Tahun 2024 Nomor 46);

Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 07
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 51);

Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 01

Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2026 Nomor 63);




12. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 47 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023 Nomor 182);

13. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 10 Tahun 2026
tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang
Tahun 2026 Nomor 323).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KESATU : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang
Tahun 2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM
KESATU, menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 - 2029
serta menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.

KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 12 Mei 2026

a.n. WALI KOTA PANGKAL PINANG

KEPALA DINAS ~ PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN RERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA
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